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BUPATI BARITO SELATAN 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN 
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

INTERVAL WAKTU PEMILIHAN KEPALA DESA 
SECARA SERENTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BARITO SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (4) Peraturan 
Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang 
Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan 
Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Interval 
Waktu Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali



terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6897);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6321);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 
Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 
tentang Kompetensi Pemerintahan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1606);

9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara 
Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito 
Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Barito Selatan Nomor 7) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
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Menetapkan

Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara 
Pemilihan Kepala Desa;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 
2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito 
Selatan Nomor 7);

11. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 29 Tahun 2015 
tentang Panitia Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan Kepala 
Desa Di Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten 
Barito Selatan Tahun 2015 Nomor 29) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 
2015 tentang Panitia Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan 
Kepala Desa Di Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah 
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG INTERVAL WAKTU PEMILIHAN
KEPALA DESA SECARA SERENTAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud Dengan:
1. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Selatan.
3. Desa selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang memiliki batas yang berwenang untuk mengatur 
dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat 
di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat 
langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil.

5. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah warga 
Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat 
sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina 
kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
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BAB II
PEMILIHAN KEPALA DESA 

Pasal 2

(1) Desa melaksanakan pemilihan Kepala Desa secara serentak 
atau bergelombang guna memilih Kepala Desa untuk masa 
jabatan selama 8 (delapan) Tahun.

(2) Dalam hal Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara 
bergelombang, perlu mempertimbangkan:
a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala 

Desa;
b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang 

memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
(3) Pemilihan Kepala Desa secara serentak mempertimbangkan 

jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan yang 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten sehingga dimungkinkan pelaksanaannya secara 
bergelombang dengan memperhatikan periodeisasi dan jumlah 
masa jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang 
undangan.

Pasal 3

(1) Pemilihan Kepala Desa secara serentak atau bergelombang 
dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa.

(2) Hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati, kecuali hari dan tanggal pemilihan suara 
untuk pemilihan Kepala Desa antar Waktu ditetapkan oleh 
Penjabat Kepala Desa setempat.

(3) Bupati melalui Keputusan Bupati menetapkan Desa yang 
melaksanakan Pemilihan Kepala Desa dengan memuat 
pengelompokan kecamatan, nama Desa, Keputusan Bupati 
tentang Pengangkatan Kepala Desa, periode dan tanggal 
pelantikan.

BAB III
PBNGAWASAN

Pasal 4

(1) Bupati melalukan pengawasan melalui Perangkat Daerah yang 
membidangi urusan pengawasan.

(2) Camat selaku unsur Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa 
sesuai kompetensinya melakukan monitoring evaluasi dan 
pendampingan serta melaporkan hasil kerjanya kepada Bupati 
melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Desa.
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok 
pada tanggai^g&^Agost-us

Pj.

Diundangkan di Buntok 
pada tanggal 26 2024

WAN

AERAH 
SELATAN,

BERITA

ANTO
BUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 23


